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ABSTRAK 

Muhammad Rizki Ramadhan. NPM. 1505170397. Analisis Sistem 

Pengawasan Intern Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan 

Pendapatan Daerah Di Kecamatan Tanjung Pura (Studi Pada Bapenda 

Kabupaten Langkat), 2019. Skripsi. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

penerapan sistem pengawasan intern pada Bapenda Kabupaten Langkat apakah 

sudah sesuai dengan UU SPIP No. 60 Tahun 2008, serta untuk melihat apakah 

faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target dan realiasasi pajak 

bumi dan bangunan yang terjadi di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. 

Pendeknya yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, 

dengan objek penelitian adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. 

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif. Hasil Penelitian dalam penelitian ini adalah sistem pengawasan intern 

yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat belum 

menjalankan sepenuhnya unsur sistem pengendalian intern pemerintah No.60 

tahun 2008. Hal ini yang mengakibatkan terjadinya penurunan target dan realisasi 

penerimaan pada Pajak Bumi dan Bangunan. 

Kata kunci: Sistem Pengawasan Intern, Pajak Bumi dan Bangunan. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN  

A.  Latar Belakang Masalah 

Pengendalian intern digunakan sebagai suatu sarana yang digunakan untuk 

mengevaluasi efektivitas pengelolaan dari suatu instansi atau perusahaan. Melalui 

pengendalian intern, dapat mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan tujuan 

suatu instansi telah tercapai, masalah-masalah yang ada, serta cara mengatasi 

masalah tersebut. 

Pengendalian intern merupakan tolak ukur suatu instansi atau perusahaan 

untuk melihat keefektifan yang ada didalam suatu kelompok kegiatan tersebut. 

Jika pengendalian intern suatu usaha lemah, maka kemungkinan terjadinya 

kesalahan, ketidak akuratan ataupun kecurangan didalam suatu perusahaan sangat 

besar. Pengedalian intern dibuat untuk memberikan keamanan terhadap asset dari 

pemborosan, kecurangan dan ketidakefesienan. 

Pelaksanaan pengendalian intern di Bapenda Kabupaten Langkat 

diharapkan dapat menjadi alat control terhadap pelaksanaan kegiatan didalamnya 

untuk mencapai efesiensi terhadap masing-masing pajak daerahnya, agar 

penerimaan dari sektor pajak tersebut dapat terealisasi dengan baik, serta 

menambah penerimaan pendapatan asli daerahnya. 

Adapun sumber pendapatan asli daerah salah satunya berasal dari pajak 

daerah. Beberapa pajak daerah yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan 

Asli Daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Langkat No. 4 tahun 2012 tentang pajak bumi dan bangunan. 
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Dalam meningkatkan penerimaan daerah presiden selaku kepala Negara 

menyelerenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara 

menyeluruh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 60 tahun 2008 

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sistem pengendalian 

intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan 

secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan 

keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang 

efektif dan efesien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan 

ketaatn terhadap peraturan perundang-undangan. 

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan 

kemampuan penerimaan daerah pada hal ini pada Pajak  Bumi dan Bangunan 

khusunya dalam pendapatan asli daerah harus dilaksanakan secara terus menerus 

oleh semua pihak dalam pemerintah daerah, agar pendapatan asli daerah tersebut 

terus meningkat. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk 

mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga 

meningkatkan otonomi dan keluasan daerah. Langkah penting yang harus 

dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah 

menghitung potensi PAD yang ril dimiliki daerah. Mengoptimalisasi PAD akan 

berimplikasi pada peningkatan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, karena 

penyumbang terbesar PAD adalah dua komponen tersebut. 

Pelakasnaan pemungutan pajak terdiri dari rangkaian kegiatan yang saling 

berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kegiatan tersebut dimulai 

dari proses pengumpulan data, prosedur penetapan data, prosedur penagihan 

pajak, sampai dengan prsedur pengawasan penyetoran pajak. Prosedur tersebut 
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rawan akan penyimpangan yang dapat dilakukan, untuk itu diperlukan Sistem 

Pengendalian Intern yang baik dalam pemungutan pajak untuk mengawasi seluruh 

kegiatan yang berjalan. Hal tersebut agar tidak terjadi penyimpangan ataupun 

meminimalisir penyimpangan yang terjadi agar dapat dihindari. 

Pengendalian intern sangat berperan dalam merealisasikan prediksi 

ataupun tujuan yang ingin dicapai, dengan adanya pengendalian intern diharapkan 

segala yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik sesuai yang diinginkan 

agar dapat dicapai secara normal, dengan adanya pengendalian yang dilakukan 

pada Bapenda Kabupaten Langkat diharapkan dapat memicu kerjasama yang baik 

antara sesama pegawai, dan antar petugas dengan wajib pajak. 

Sistem pengendalian intern dapat berjalan dengan efektif dan efisien 

apabila Bapenda Kabupaten Langkat dapat menjalankan aktivitasnta dengan 

memenuhi unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 yaiut: Lingkungan Pengendalian, 

Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan komunikasi, dan 

Pemantauan. 

Penerapan sistem pengendalian intern yang terdapat pada Bapenda dengan 

mengacu kepada hasil wawancara yang penulis lakukan masih terdapat unsur-

unsur pengendalian intern yang belum berjalan memenuhi Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah (SPIP) No. 60 tahun 2008.  

Berikut target dan realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat: 
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Tabel 1.1 

Target dan Realisasi Penerimaan PBB di Kecamatan Tanjung Pura 

Kabupaten Langkat 

Tahun 2016 – 2018 

No Tahun  Target Realisasi Sisa % 

1. 2016 578.000.000 491.855.826 86.144.174 85,10 

2. 2017 612.520.131 492.994.342 119.525.789 80,49 

3. 2018 710.324.614 478.880.842 231.443.772 66,68 

Sumber: Bapenda Kabupaten Langkat 

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa adanya penurunan target dan 

realisasi jumlah wajib pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Kabupaten Langkat. Belum tercapainya target pajak bumi dan bangunan sebesar 

100%. Target Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahun meningkat, sedangkan 

Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya tidak jauh 

berbeda penerimaannya. Hal ini yang menyebabkan sistem pengendalian intern di 

Bapenda Kabupaten Langkat belum berjalan dengan baik. Pertumbuhan Pajak 

Bumi dan Bangunan sangat mempengaruhi dari besarnya realisasi pajak yang 

diterima dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Langkat. Karena jika semakin besar realisasi yang dapat 

diperoleh maka semakin meningkat pula pertumbuhan pajak bumi dan bangunan 

pada daerah dan sebaliknya jika realisasi tidak mencapai target maka dapat 

diindikasikan bahwa kurang maksimal proses pemungutan pajak yang dilakukan. 

Adapun Kendala-kendala tidak tercapainya target dan realisasi pajak 

bumi dan bangunan, yaitu sebagai berikut: 
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1. Keadaan ekonomi masyarakatnya kurang mampu. 

2. Kesadaran masyarakatnya belum maksimal. 

3. Fungsi pajaknya kurang, masyarakat belum mengetahui fungsi pajak yang 

sesungguhnya. 

Ketidak tercapainya target ini menjadikan permasalahan dalam 

pengawasan pajak karena penurunan target dipengaruhi oleh lemahnya sistem 

pengawasan intern yang dilakukan. 

Berdasarkan latar belakang yang terjadi diatas, maka penulis tertarik 

untuk menuangkan karya ilmiah kedalam penelitian dalam bentuk skripsi dengan 

judul “Analisis Sistem Pengawasan Intern Penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Langkat”. 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah 

pada penelitian ini adalah, sebagai berikut: 

1. Pajak bumi dan Bangunan yang di peroleh pada tahun 2017 dan tahun 

2018 tidak dapat direalisasikan sesuai target yang telah ditentukan. 

2. Dalam unsur lingkungan pengendalian ditemukan penerapan integritas dan 

nilai etika pegawai serta penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat 

tentang pembinaan sumber daya manusia belum berjalan dengan baik. 

3. Dalam penaksiran resiko identifikasi resiko tidak ditentukan sehingga 

analisis resiko juga tidak dapat ditentukan. 
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4. Pada unsur pemantauan, pemantauan berkelanjutan, evaluasi, dan tindak 

lanjut rekomendasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. 

5. Upaya-upaya yang dilakukan Bapenda belum dapat terlihat pengaruhnya 

terhadap penerimaan daerahnya. 

 

C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah, sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan Sistem Pengawasan Intern Penerimaan Pajak Bumi 

dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat? 

2. Apakah faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target dan realisasi 

penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Bapenda Kabupaten Langkat 

Kecamatan Tanjung Pura? 

3. Apakah penerapan sistem pengendalian intern pajak bumi dan bangunan 

sudah sesuai dengan Undang-undang sistem pengendalian intern 

pemerintah No. 60 tahun 2008? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian pada penelitian ini adalah, sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem  pengawasan intern 

pajak bumi dan bangunan pada Badan pendapatan daerah Kabupaten 

Langkat.  
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b. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target dan 

realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Bapenda 

Kabupaten Langkat Kecamatan Tanjung Pura. 

c. Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian intern pemerintah No. 

60 tahun 2008 telah tercapai dengan penerapan sistem pengendalian 

intern yang dilakukan oleh Bapenda. 

 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

a. Manfaat Bagi Penulis, untuk menambah pengetahuan dan pengawasan 

penulis khususnya mengenai analisis sistem pengawasan intern 

penerimaan pajak bumi dan bangunan. 

b. Manfaat Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten langkat, hasil 

penelitian ini bisa menjadi bahan masukan dalam mengambil 

kebijakan khususnya dalam usaha meningkatkan pendapatan daerah. 

c. Manfaat Bagi Mahasiswa/i lain, sebagai bahan pembelajaran dan 

tambahan ilmu pengetahuan dibidang perpajakan dan juga sebagai 

referensi bagi yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Uraian Teoritis 

I. Sistem Pengendalian Intern 

a. Pengertian Pengendalian Intern 

Secara umum, pengendalian intern merupakan bagian dari masing-

masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman pelaksanaan 

operasional perusahaan atau organisasi tertentu. Sedangkan sistem pengendalian 

intern didefinisikan sebagai suatu proses yang diberlakukan oleh pimpinan (dewan 

direksi) dan management secara keseluruhan, dirancang untuk memberi suatu 

keyakinan akan tercapainya tujuan perusahaan yang secara umum dibagi kedalam 

tiga kategori, yaitu: 

1. Ke efektifan dan efesiensi operasional perusahaan  

2. Pelaporan keuangan yang handal 

3. Kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan yang diberlakukan 

 

Menurut (Elder, R. J., Beasley, M. S., Arens, A. A., & Jusuf, 

2011)Pengendalian Intern adalah: 

“Suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan 

personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan 

memadai tentang pecapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) 

keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efesiensi operasi, 

dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku” 

 

8 
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Suatu pengendalian intern bisa dikatakan efektif apabila ketiga 

kategori tujuan perusahaan tersebut dapat dicapai, yaitu dengan kondisi: 

1. Direksi dan manajemen mendapat pemahaman akan arah 

pencapaian tujuan perusahaan, dengan, meliputi pencapaian tujuan 

atau target perusahaan, termasuk juga kinerja, tingkat profatibilitas, 

dan keamanan sumber daya (asset) perusahaan. 

2. Laporan keuangan yang dipublikasikan adalah handal dan dapat 

dipercaya, yang meliputi laporan segmen maupun intern. 

3. Prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan 

sudah ditaati dan dipatuhi dengan semestinya. 

Faktor yang menyebabkan makin pentingnya sistem pengendalian 

intern, antara lain: 

a. Perkembangan kegiatan dan skalanya yang menyebabkan 

kompleksitas struktur, sistem dan prosedur suatu organisasi 

semakin rumit. Untuk dapat mengawasi operasi dan organisasi, 

manajemen hanya mengandalkan kepercayaan atas berbagai 

laporan dan analisa. 

b. Tanggung jawab utama untuk melindungi asset organisasi, 

mencegah dan menemukan kesalahan-kesalahan serta kecurangan-

kecurangan terletak pada manajemen sehingga manajemen harus 

mengatur sistem pengendalian intern sesuai untuk memenuhi 

tanggung jawab tersebut. 
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c. Pengawasan oleh dari satu orang (saling cek) merupakan cara yang 

tepat untuk menutup kekurangan-kekurangan yang bisa terjadi 

pada manusia. Saling cek ini merupakan salah satu karekteristik 

sistem pengendalian intern yang baik. 

d. Pengawasan yang ”built-in” langsung pada sistem berupa 

pengendalian intern yang baik dianggap lebih tepat daripada 

pemeriksaan secara langsung dan detail oleh pemeriksa (khususnya 

yang berasal dari luar organisasi). 

b. Tujuan Pengendalian Intern 

Berikut ini adalah tujuan sistem pengendalian intern (Mulyadi, 2013) 

1) Menjaga kekayaan perusahaan 

Bila sistem pengendalian intern berjalan dengan baik, maka akan 

dapat mengantisipasi terjadinya kecurangan, pemberosoan, 

ketidakefesienan, dan penyalahgunaan terhadap aktiva perusahaan. 

2) Mengecek keakuratan data akuntansi 

Keandalan data informasi akuntansi digunakan oleh manajemne 

dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan ketelitian dan 

dapat dipercaya. 

3) Mendorong Efesiensi 

Kebijakan perusahaan mampu memberikan manfaat tertentu 

dengan memantau setiap pengorbanan yang telah dikeluarkan guna 

mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. 

4) Mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen 
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Untuk mencapai tujuan perusahaan maka kebijakan, prosedur, 

sistem pengendalian intern yang dirancang untuk memenuhi 

keyakinan yang memadai bahwa kebijakan, prosedur, yang 

ditetapkan perusahaan akan dipatuhi oleh seluruh karyawan. 

 Menurut (Hafsah, Ramdhansyah, & Siregar, 

2017)kelemahan dalam penerapan sistem pengendalian intern 

pemerintah daerah yaitu, kelemahan dalam hal sumber daya 

manusia (SDM), atau tepatnya sistem informasi akuntansi dan 

pelaporan belum didukung SDM yang memadai. Selain itu 

kelemahan dalam pengelolaan fisik asset. 

c. Unsur Pengendalian Intern 

Menurut SPIP No.60 Tahun 2008, menyatakan bahwa terdapat lima 

unsure komponen pengendalian intern yang saling berhubungan yaitu: 

1) Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

Menetapkan suasan suatu organisasi yang mempengaruhi 

kesadaran akan pengendalian dari orang-orangnya. Lingkungan 

pengendalian merupakan fondasi dari semua komponen 

pengendalian intern lainnya, yang menyediakan disiplin dan 

struktur. 

Lingkungan pengendalian memiliki tujuan komponen, yaitu: 

a) Integritas dan nilai-nilai etik 

b) Komitmen pada kompetensi 

c) Falsafah manajemen  

d) Struktur organisasi 
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e) Dewan komisaris dan komite Audit yang efektif 

f) Pelimpahan wewenang bdan tanggung jawab 

g) Kebijakan dan prosedur kepegawaian  

2) Penaksiran Resiko  

Penaksiran resiko entitas untuk tujuan pelaporan keuangan 

merupakan mengidentifikasi dan menganalisis resiko yang timbul 

atas penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 

Resiko dapat timbul atau berubah karena keadaan seperti berikut 

ini: 

a) Perubahan dalam lingkungan operasi 

b) Personel baru 

c) Sistem informasi baru yang akan diperbaiki 

d) Teknologi baru 

e) Lini produk, produk, atau aktivitas baru 

f) Restrukturisasi korporat 

g) Operasi luar negeri 

h) Penertiban standar akuntansi yang baru 

3) Aktivitas pengendalian 

Kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa 

perintah manajemen telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian 

memeliki komponen sebagai berikut: 

a) Pemisahan tugas yang memadai 

b) Otoritasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas  
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c) Pengendalian atas aktiva dan catatan 

d) Pengecekan independen dan pelaksanaan  

4) Informasi dan komunikasi  

Informasi dan komunikasi yang relevan dengan tujuan pelaporan 

keuangan yang memasukkan sistem akuntansi, terdiri dari metode 

dan catatan yang diciptakan untuk mengidentifikasi, 

mengumpulkan, menganalisis mengklarifikasikan, mencatat dan 

melaporkan transaksi entitas dan juga kejadian serta kondisi dan 

untuk memelihara akuntabilitas dari aktiva serta kewajiban. 

Komunikasi melibatkan penyediaan suatu pemahaman yang jelas 

mengenai peran dan tanggung jawab individu berkenaan dengan 

pengendalian internal atas pelapora keuangan. 

5) Pemantauan  

Proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian internal 

sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan 

operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan 

koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung 

secara terus menerus, evaluasi secara terpisah atau dengan berbagai 

kombinansi dari keduanya.  

 

d. Fungsi Pengendalian Intern 

Menurut Rommey dan Steinbert yang diterjemahkan oleh (Horne, 

Wochowicz, Fitriasari, Kwary, & Arnos, 2007)mengemukakan bahwa 

pengendlaian internal melaksanakan tiga fungsi penting sebagai berikut: 
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1) Pengendalian untuk pencegahan (Preventive Control) 

Memperkerjakan personil akuntansi yang berkualifikasi tinggi, 

pemisahan tugas pegawai yang memadai dan secara efektif 

mengendalikan akses fisik atas asset, fasilitas dan informasi 

merupakan pengendalian pencegahan yang efektif. 

2) Pengendalian untuk pemeriksaan (Detective Control) 

Pengendalian untuk pemeriksaan adalah salinan atas 

perhitungan, mempersiapkan rekonsiliasi bank dan neraca saldo 

setiap bulan 

3) Pengendalian Korektif (Corrective control) 

Memecahkan malasah yang ditemukan oleh pengendalian 

untuk pemeriksaan. Prosedur yang dilaksanakan juga untuk 

mengidentifikasi masalah, memperbaiki kesalahan yang ada, 

dan mengubah sistem agar masalah dapat diminimalisasikan 

atau dihilangkan. 

 

e. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

Sistem pengendlaian intern pemerintah menurut peraturan 

pemerintah No. 60 Tahun 2008. Sistem pengendalian intern adalah proses yang 

integral pada tindakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh 

pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas 

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efesien, keandalan 

pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan. 
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1) Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 

Unsur-unsur SPIP sesuai dengan peraturan pemerintah No. 60 

Tahun 2008 ialah: 

a). Lingkungan Pengendalian  

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara 

lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk 

penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya melalui: 

(1) Penegakan Integritas dan Nilai Etika 

Dimana pemerintah harus menyusun dan menerapkan aturan 

perilaku, memberikan keteladanan atas pelaksanaan aturan pada 

setiap tingkat. 

(2) Komitmen terhadap kompetensi 

Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan dalam menyelesaikan 

tugas dan fungsi masing-masing posisi, menyusun standar 

kompetensi untuk menyelasaikan tugas dan fungsi yang dibutuhkan, 

menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan untu meningkatkan 

kompetensi pekerjanya. 

(3) Kepemimpinan yang kondusif 

Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan, 

melakukan interaksi secara intensif dari pejabat yang tinggi kepada 

tingkatan yang lebih rendah, merespon secara positif terhadap 

pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, 

program, dan kegiatan. 
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(4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan 

Menyesuaikan dengan ukuran sifat kegiatan instansi pemerintah, 

memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab, menetapkan 

jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan. 

(5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat 

Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan 

tingkat dan tanggung jwab dalam rangka pencapaian tujuan. 

(6) Penyusunan dan penerepan kebijakan yang sehat tentang pembinaan 

sumber daya manusia 

Penetapan kebijakan dan prosedur sejak recruitment sampai 

pemberhentian karyawan, penelusuran latar belakang calon 

pegawai. 

(7) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang 

efektif 

Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, 

keberanian,kehematan efesiensi dan efektivitas pencapaian tujuan 

instansi, memelihara dan meningkatkan kualitas dan tata kelola 

penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. 

(8) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait 

Diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar instansi 

pemerintah yang terkait. 

b). Penliaian Resiko 

pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian resiko yang 

dihadapi baik dari luar ataupun dari dalam. Yang terdiri dari: 
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(1) Identifikasi Resiko 

Identifikasi resiko sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan: 

(a) Menggunakan metodelogi yang sesuia untuk tujuan instansi 

pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiata secara 

komprehensif. 

(b) Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali 

resiko dari faktor eksternal dan faktor internal. 

(c) Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan resiko. 

(2) Analisis Resiko 

Analisis resiko dimaksudkan untuk menentukan dampak dari resiko 

yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi 

pemerintah. Pimpinan intsansk pemerintah menerapkan prinsip 

kehati-hatian dalam menentukan tingkat resiko yang dapat diterima. 

c). Kegiatan Pengendalian 

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan 

pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas 

dan fungsi intstansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan 

pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi 

pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efektif dalam 

pencapaian tujuan organisasi. 

d). Informasi dan Komunikasi 

pimpinan instansi Pemerintah wajib melakukan pemantaun sistem 

pengendalian intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern 

dilaksanakan melalui: 
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(1) Pemantauan berkelanjutan 

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana diselenggarakan melalui 

kegiatan pengelolaan rutin, sepervisi, pembandingan, rekonsiliasi, 

dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. 

(2) Evaluasi 

Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud diselenggarakan melalui 

penilaian sendiri, review dan pengujian efektivitas sistem 

pengendalian intern pemerintah. 

(3) Tindak Lanjut Rekomendasi  

Tindak lanjut hasil audit isinya harus segera diselesaikan dan 

dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi 

hasil audit yang ditetapkan. 

 

Menurut(Astuty, 2016)mengatakan bahwa terdapat pengaruh 

positif yang signifikan pengendalian intern terhadap pelaksanaan 

tata kelola pemerintahan yang baik. 

2. Pengertian Pajak Daerah 

 Menurut(Hanum, 2017)pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 

bedasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale 

(kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum. Pajak daerah adalah iuran wajib pajak kepada 

daerag yang bersifat wajib dan dipaksakan oleh wajib pajak dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung untuk kepentingan pemerintah daerah dan 
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pelaksanaannya diatur oleh peraturan daerah. Pajak daerah, sebagai salah satu 

komponen Pad, merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada 

penduduk yang mendiami wilayah yursdiksinya, tanpa langsung memperoleh 

kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pajak 

daerah yang dibayarkannya. 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 

tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Thun 1997 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa pajak daerah yang 

selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi 

atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan 

pembangunan daerah. Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak 

Daerah meneyebutkan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secaralangsung dan 

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemamkmuran rakyat. 

Pajak daerah juga dapat didefenisikan sebagai iran wajib yang dilakukan 

oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang 

seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, yang digunakan untuk membiyai penyelenggaraan pemerintah 

daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah adalah pajak 

yang ditetapkan oelh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang 
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wewenang pemungutannta dlaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya 

digunakakn untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam 

melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. 

Senada dengan penjelasan di atas, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 

tentang Pajak Daerah, menyebutkan pajak daerah kontribusi wajib kepada daerah 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undan-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Pajak daerah dapat juga didefinisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan 

oleh daderah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang 

seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah 

daerah dan pembangunan daerah. Dengan, demikian, pajak daerah adalah pajak 

yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (PERDA), yang 

wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya 

digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan 

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. 

3. Pengawasan Pajak Daerah   

Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-

perkerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang 

dikehendaki. Tujuan utama pengawasan pada dasarnya adalah untuk 

membandingkan antara yang seharusnya terjadi dengan sesungguhnya terjadi 

dalam rangka pencapaian suatu tujuan tertentu. 
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Karakteristik yang dianut dan dikembangkan dalam praktek 

penyelenggaraan pemerintah yang baik, antara lain: 

1. Partisipasi  

Setiap orang/warga masyarakat, laki-laki maupun perempuan memliki 

hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara 

langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan 

kepentingan dan aspirasinya masing-masing. 

2. Aturan Hukum 

Kerangka hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, 

ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang 

hak asasi manusia. 

3. Transparasi  

Transparai harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi. 

4. Daya Tangkap 

Setiap insitusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk 

melayani berbagai pihak yang berkepentingan. 

5. Berorientasi Konsensus. 

Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi 

berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai consensus atau 

kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan 

jika dimungkinkan juga dapat diperlukan terhadap berbagai kebijakan 

dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintahan. 

6. Berkeadilan  
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Pemerintah yang baik akan member kesempatan yang baik terhadap 

laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan 

dan memelihara kualitas hidupnya. 

7. Efektifitas dan efesiensi 

Setiap proses kegiatan dan lembaga diarahkan untuk menghasilkan 

sesuatu yang sesuai kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-

baiknya berbagai sumber yang tersedia. 

8. Akutanbilitas  

Para pengambilan keputusan dalam organisasi sector public, swasta 

dan masyarakat madani memilik pertanggung jawaban. 

 

Menurut(Sinambela & Satriawan, 2009), semakin tinggi 

pengetahuan anggota dewan tentang anggaran maka semakin tinggi 

pula tingkat pengawasan keuangan yang dilakukan. 

4. Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan  

Optimalisasi dalam Kamus Bahasa Indonesia yaitu hasil yang dicapai 

sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi pencapaian hasil sesuai harapan secara 

efektif dan efisien. 

Dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan san Perkotaan yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah pelaksanaan 

system dan prosedur pemungutan, petugas pemungutan dan sarana dan prasarana 

serta pengawasan yang dilakukan, karena bagaimanapun tingginya kesadaran 
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masyarakat namun jika pemungutannya tidak dilaksanakan dengan baik maka 

upaya tersebut tetap tidak akan mampu mewujudkan suatu tingkat penerimaan 

pajak seperti yang diharapkan. 

Jika dipahami secara sederhana semestinya target selalu terpenuhi, 

karena Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaab dan Perkotaan dipungut berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. Artinya jauh lebih  mudah disbanding pendapatan 

lain misalnya retribusi daerah yang memerlukan imbal jasa langsung, jika hal 

tersebut dilihat dari tata cara pemungutannya. 

Ada 3 (tiga) bentuk system pemungutan pajak yaitu: 

a. Official Assesment System 

Pengertian Official Assesment System adalah suatu system pemungutan 

pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan 

sendiri besarnya pajak yang terutang. 

b. Self Assesment System 

Pengertian Self Assesment System adalah sistem pemungutan pajak 

yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan 

sendiri besarnya pajak yang terutang. 

c. With Holding System 

Pengertian With Holding System adalah sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan 

wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak 

yang terutang oleh wajib pajak, Ciri-cirinya : wewenang menentukan 
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besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, selain fiskus dan 

wajib pajak. 

 

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan tidak terlepas dari pengawasan. Pengawasan (Controlling) sebagai salah 

satu fungsi manajemen dimaksudkan untuk menjaga/menjamin ketetapan 

pelaksanaan agar sesuai dengan kegiatan, rencan, pelaksanaan kebijakan dan 

tujuan serta prosedur yang teah ditetapkan, diciptakan agar pelaksanaannya 

menjadi efektif dan efisien. 

Ada dua macam teknik proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan 

oleh administrasi dan manajemen yaitu: 

1. Pengawasan langsung (Direct Control) 

2. Pengawasan tidak langsung (Indirect control)  

5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  

Sebagaimana telah diketahui, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan di Indonesia merupakan pajak pusat karena pengelolaannya 

diserahkan sepenuhya kepasa pemerintah pusat, walaupun hasil akhirnya yang 

berupa penerimaan dikembalikan kepada daerah dengan prosentase yang benar. 

Dalam APBD, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

tersebut dimasukkan dalam kelompok penerimaan bagian daerah dari bagi hasil 

pajak (revenue sharing)salah satu sumber utama penerimaan daerah. 

Adapun hasil dari penerimaan pajak tersebut dilakukan pembagian 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah 
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Peovinsi, akan tetai sebagian besar dari penerimaan pajak diberikan kepada 

Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pendaptan daerah yang bersangkutan. 

6. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan 

Landasan hukum Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, 

adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan. Serta Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang 

Pajak Daerah bagian kesepuluh. 

a. Arti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan menurut UUPBB adalah iuran 

yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang 

memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. Pengertian Bumi disini adalah 

termasuk permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Bumi 

menunjuk pada permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut 

wilayah Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau 

diletakkan secara tetap pada tanah dan perairan dan digunakan sebagai tempat 

tinggal/usaha. 

 

b. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan menurut (Darwin, 2013)adalah 

orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumin dan 

memperoleh manfaat atas bumiatau memiliki, menguasai dan memperoleh 

manfaat atas bangunan. Pengertian secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi 

dibuktikan dengan adanya suatu hak atas bumi berupa sertifikat, sedangkan 
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memperoleh manfaat atas bumi dibuktikan dengan adanya pengelolaan atas bumi 

tersebut oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan sehingga mereka 

memperoleh hasil dari bumi yang dikelolanya. Sedangkan memiliki, menguasai 

dan memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan mencakup siapa saja yang 

memiliki dan menguasai atau memperoleh manfaat atas bangunan tersebut. 

Dengan demikian, dari pengertian tersebut diatas maka seseorang yang 

memiliki tanah atau bangunan merupakan subjek pajak, penyewa atas tanah dan 

bangunan tersebut juga merupakan subjek pajak karena kedua pihak tersebut 

sama-sama memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan yang dimiliki atau 

disewanya. 

c. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diatur 

dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

Pasal 2: 

1. Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan bangunan 

2. Klarifikasi objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh 

Menteri keuangan. 

Pasal 3: 

1. Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan adalah objek pajak yang: 

a) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang 

ibadah, social, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang 

tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. 
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b) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis 

dengan itu. 

c) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman 

nasional, taman penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah 

negara yang belum dibebani suatu hak. 

d) Digunakan oleh perwakilan diplomatic, konsulat berdasarkan asas 

perlakuan timbale bailik. 

e) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang 

ditentukan oleh Menteri Keuangan. 

2. Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan 

pemerintahan, penentuan dan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut 

dengan peraturan pemerintah. 

3. Besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan  setinggi-

tingginya sebesar Rp.12.000.000 untuk setiap wajib pajak. 

4. Penyesuaian besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh menteri 

keuangan. 

7. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

Besarnya tariff Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaanadalah 0,5% dari Nilai jual Kena pajak (NJKP) sebagaimana telah 

ditentukan di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang 

pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Tarif (setengah persero) 

0,5% merupakan tarif pajak tunggal yang berlaku sama untuk semua jenis objek 
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pajak (persawahan, perkantoran, perkebunan, industri dan sebagainya) diseluruh 

Indonesia. 

Dimana Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) besarnya 

persentasenya sebagaimana pada pasal 1 Peraturan Pemerintahan Nomor 25 

Tahun 2002 Tentang penetapan besarnya NJKP untuk penghitungan Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah sebagai berikut: 

1. Objek pajak perkebunan adalah 40% 

2. Objek pajak kehutanan adalah 40% 

3. Objek pajak pertambangan 40% 

4. Objek pajak lainnya (perdesaan dan perkotaan) dengan ketentuan 

apabila NJOP nya > Rp.1.000.000.000,-adalah 40% dan apabila 

NJOP nya < Rp.1.000.000.000,- adalah 20% 

a. Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan 

Dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan di gunakan sistem Official Assessment System, yakni dalam hal 

pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan juga 

diterapkan dalam penentuan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan, dimana Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan menegeluarkan surat 

ketetapan pajak mengenai besanrnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan yang terhutang setiap tahun. Jadi wajib pajak tidak perlu menghitung 

sendiri, tetapi cukup membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang 

dikeluarkan oleh KPP dimana tempat objek pajak tersebut terdaftar. 
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b. Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan 

A. Pendataan Objek Pajak 

PendataanObjek Pajak diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 

Tahun 2011 Kabupaten Langkat Pasal 5 dan Pasal 7. 

Pasal 5 : 

1. Dalam rangka pendataan, Wajib Pajak Pajak Bumi dan 

Bangunan harus mendaftarkan objek pajaknya. 

2. Pendaftaran dilakukan dengan menggunakan Surat 

Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). 

3. SPOP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diisi 

dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan 

disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Badan 

Pendapatan Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak 

objek pajak, selambat-lambatnya 30 hari setlah tanggal 

diterimanya SPOP oleh wajib pajak. 

Pasal 7: 

1. Berdasarkan SPOP, Walikota menerbitkan Surat 

Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). 

2. Walikota dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah 

(SKPD) dalam hal-hal sebagai berikut: 

a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) tidak 

disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis 
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oleh Walikota sebagaimana ditentukan dalam surat 

teguran. 

b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keteranga lain 

ternyata jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP 

yang disampaikan oleh wajib pajak. 

B. Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan 

Pengenaan dan cara menghitung pajak diatur dalam pasal 4 

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Kabupaten Langkat, 

adalah sebagai berikut: 

1. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah Nilai Jual 

Objek Pajak. 

2. Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapka setiap tiga tahun, kecuali untuk objek tertentu dapat 

ditetapkan setiaptahun sesuai dengan perkembangan 

wilayahnya. 

3. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebesar 0,1% untk 

NJOP dibawah Rp.1.000.000.000,-dan 0,2% untuk NJOP 

diatas Rp.1.000.000.000,- 

C. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan  

Tata cara pembayaran PBB diatur dalam pasal 11 Peraturan 

Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Kabupaten Langkat adalah sebagai 

berikut: 
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1. Pembayaran dilakukan oleh wajib pajak di Kas Daerah atau 

tempat lain yang ditunjuk Walikota sesuai waktu yang 

ditentukan. 

2. Apabila Pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang 

ditunjuk maka hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas 

Daerah selambat-lambatnya 1-24 jam. 

3. Jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan paling 

lama 6 bulan sejak diterimanya SPPT oleh wajib Pajak. 

4. SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo 

pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga 

sebesar 2% sebulan, dan ditagih melalui STPD. 

8.Hak dan Kewajiban Dalam Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan   

dan Perkotaan 

 a. Fiskus 

 Dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tentang hak dan 

kewajiban Fiskus dalam bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan dapat dirinci antara lain sebagai berikut: 

1. Meminta data atau keterangan pendukung dalam memberikan 

informasi perpajakan khusunya Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan, serta wajib memberikan kepada 

wajib pajak berupa informasi yang dibutuhkan wajib pajik 

baik secara lisan maupun tertulis. 
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2. Dalam hal pelayanan pendaftaran objek pajak baru berhak 

meminta kelengkapan yang dipersyaratkan serta berkewajiban 

memberikan pelayanan pendaftaran Objek Pajak Baru dan 

memberikan SPPT. 

3. Dalam pelayanan mutasi objek atau subjek Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berhak meminta 

kelengkapan yang dipersyaratkan dan wajib memberikan dan 

memproses pelayanan permohonan mutasi memberikan SPPT. 

4. Memberikan dan memproses pelayanan pembetulan SPPT 

5. Dalam hal pelayanan permohonan keberatan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB), banding, pengurangan, pengembalian 

kelebihan pembayaran berhak meminta kelengkapan yang 

dipersyaratkan dan wajib menerimanya serta memberikan 

jawaban atas permohonan tersebut diatas. 

b. Wajib Pajak 

Dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tentang hak dan 

kewajiban Wajib Pajak dalam bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan dapat dirinci antara lain sebagai berikut: 

1. Mendapatkan informasi di bidang perpajakan khususnya 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta 

wajib memberikan keterangan atau data pendukung yang 

diperlukan untuk mendapatkan informasi yang dimaksud. 
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2. Memperoleh pelayanan pendaftaran objek Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan baru serta memperoleh 

dan Menerima SPPT. 

3. Mengisi SPOP dengan jelas, benar, dan lengkap serta 

ditandatangani. 

4. Mendapatkan pelayanan mutasi objek atau subjek pajak dan 

wajib mengajukan permohonan tertulis. 

5. Memperoleh pelayanan pembetulan menerima Surat 

Keputusan Penyelesaian Pembetulan dan wajib mengajukan 

permohonan tertulis. 

6. Berhak mengajukan permohonan keberatan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan mendapat jawabban 

atas pengajuan keberatan serta wajib mengajukan permohonan 

tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alas an-alasan yang 

jelas. 

7. Berhak mengajukan permohonan banding Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan paling lambat 3 bulan 

setelah diterimanya Keputusan Surat Keberatan dan menerima 

jawaban atas permohonan banding serta wajib mengajukan 

permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala 

Kantor Pelayanan Pajak setempat paling lambat 3 bulan 

setelah diterimanya Surat Keputusan Keberetan. 

8. Berhak mengajukan permohonan pengurangan dan mendapat 

jawaban atas pengajuan pengurangan Pajak Bumi dan 
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Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta wajib mengajukan 

permohonan tertulis paling lambat 3 bulan sejak diterimanya 

SPPT. 

9. Penelitian Terdahulu 

Pada tabel dibawah ini diterngkan penelitian-penelitian terdahulu 

mengenai sistem pengendalian intern. 

Tabel II.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama  Judul Variabel 

Penelitian 

Kesimpulan  

1 (Amelia, 

2017) 

Analisis Sistem 

Pengendalian 

Intern Penerimaan 

Pajak Hotel dan 

Pajak Reklame 

pada Dispenda 

Kota Medan 

Skripsi 

Variabel X1: 

Sistem 

Pengendalian 

Intern Penerimaan 

Pajak Hotel   

Variabel X2: 

Sistem 

Pengendalian 

Intern Penerimaan 

Pajak Reklame 

Hasil Penelitian 

menunjukkan bahwa 

sistem pengendalian 

intern Pajak Hotel 

sudah cukup baik, 

ini dapat dilihat dari 

cukup tingginya 

efektivitas realisasi 

yang diperoleh. 

Sistem pengendalian 

intern Pajak 
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Variabel Y: 

Dispenda Kota 

Medan 

Reklame belum 

cukup baik, hal ini 

dapat dilihat dari 

rendahnya 

efektivitas realisasi 

yang diperoleh. 

2 (Rinaldi, 

2016) 

Peranan 

Pengawasan Dinas 

Pendapatan Daerah 

Dalam 

Mengoptimalkan 

Penerimaan Pajak 

Bumi dan 

Perdesaan dan 

Perkotaan Di 

Kabupaten 

Karimun 

Variabel X1: 

Peranan 

Pengawasan 

Variabel X2: 

Pajak Bumi dan 

Bangunan 

Perdesan dan 

Perkotaan 

Hasil Penelitian 

menunjukan bahwa 

kontribusi 

penerimaan pajak 

bumi dan bangunan 

perdesaan dan 

perkotaan di 

kabupaten karimun 

dalam peningkatan 

pendapatan daerah 

belum optimal untuk 

mencapai target 

yang diharapkan. 
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3 (Atmasepa, 

2015) 

Pengawasan Badan 

Pendapatan Daerah 

Terhadap 

Pemungutan Pajak 

Bumi dan 

Bangunan di 

Kelurahan 

Simpang Baru 

Kecamatan 

Tampan Kota 

Pekanbaru Tahun 

2015 

Variabel X1: 

Pengawasan 

Badan Pendapatan 

Daerah 

Variabel X2: 

Pemungutan Pajak 

Bumi dan 

Bangunan  

Variabel Y1: 

Kelurahan 

Simpang baru 

kecamatan 

Tampan Kota 

Pekanbaru  

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

pengawasan badan 

pendapatan daerah 

terhadap 

pemungutan pajak 

bumi dan bangunan 

belum berjalan 

dengan baik 

 

B. Kerangka Berfikir 

 Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah dari sektor pajak 

daerah dalam wilayahnya semdiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa sumber 

pendapatan asli daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan.  

 Sistem pengendalian intern merupakan suatu proses yang sangat berperan 

dalam merealisasikan prediksi ataupun tujuan yang ingin dicapai, dengan adanya 
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pengendalian intern seharusnya segala yang telah direncanakan dapat berjalan 

dengan baik sesuai yang diinginkan agar dapat dicapai secara normal. Sistem 

pengendalian inter dapat berjalan dengan efektif dan efisien apabila suatu instansi 

dapat menjalankan aktivitasnya dengan memenuhi unsur-unsur Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah N0.60 Tahun 

2008 yaitu : 

1. Lingkungan Pengendalian  

Lingkungan pengendalian yang menimbukan perilaku positif dan kondusif 

untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya melalui: 

a. Penegakan Integritas dan nilai etika 

Dimana pemerintah harus menyusun dan menerapkan aturan perilaku, 

memeberikan keteladanan atas pelaksanaan aturan pada setiap tingkat. 

b. Komitmen terhadap kompetensi 

Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan dalam menyelesaikan tugas 

dan fungsi masing-masing posisi, menyusun standar kompetensi untuk 

menyelesaikan tugas dan funsi yang dibutuhkan, menyelenggarakan 

pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan kompetensi pekerjanya. 

c. Kepemimpinan yang kondusif  

Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan, melakukan 

interaksi secara insentif dari pejabat yang tinggi kepada tingkatan yang 

lebih rendah, merespon secara positif terhadap pelaporan yang 

berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program dan kegiatan. 

d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan 
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Menyesuaikan dengan ukuran sifat kegiatan instansi pemerintah, 

memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab, menetapkan 

jumlah pegawai yang sesuai, terutamas untuk posisi pimpinan. 

e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat 

Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat 

dan tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan. 

f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan 

sumber daya manusia. 

Penetapan kebijakan dan prosedur sejak recruitmer sampai 

pembahasan karyawan, penelusuran latar belakang calon pegawai. 

g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif 

Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, keberanian, 

kebenaran, efesiensi dan efektivitas pencapaian tujuan instansi, 

memelihara dan meningkatkan kualiatas dan tata kelola 

penyelengaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. 

h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. 

Diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar instansi 

pemerintah yang terkait. 

 

2. Penilaian Resiko 

Pimpinan instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian resiko yang 

dihadapi baik dari luar maupun dari dalam. Yang terdiri dari: 

a. Identifkasi Resiko 

Identifikasi resiko sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan: 
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1).Menggunakan metodelogi yang sesuai untuk tujuan instansi 

pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara kompetitif. 

2).  Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali resiko 

dari faktor eksternal dan faktor internal. 

3). Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan resiko. 

b. Analisis Resiko 

Analisis resiko dimaksudkan untuk menentukan dampak dari resiko 

yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi 

pemerintah. Pimpinan instansi pemerintah menerapkan prinsip kehati-

hatian dalam menentukan tingkat resiko yang dapat diterima. 

3. Kegiatan Pengendalian 

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan 

pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan 

fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian 

membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah 

dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efektif dalam pencapaian 

tujuan organisasi. 

4. Informasi dan Komunikasi  

Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan 

mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. 

Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud eajib diselenggarakan 

secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif 

pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-sekurangnya: 
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a. Menyediakan  dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana 

komunikasi. 

b. Mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi 

secara terus menerus. 

5. Pemantauan  

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pematauan Sistem 

Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern 

dilaksanakan melalui: 

a. Pemantau berkelanjutan 

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana diselenggarakan melalui 

kegiatan pengeloalaan rutin, sepervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan 

tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. 

b. Evaluasi  

Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud diselenggarakan melalui 

penilaian sendiri, review dan pengujian efektivitas system 

pengendalian intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. 

Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji 

pengendalian intern sebagaimana tercantum dalam lampiran yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintahan 

ini. 

c. Tindak Lanjut Rekomendasi 

Tindak lanjut hasil audit dan review lainnya harus segera diselesaikan 

dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian 

rekomendasi hasil audit yang di tetapkan. 
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 Dengan diterapkannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah No. 

60 Tahun 2008, dapat dijadikan landasan untuk memperoleh 

kesimpulan apakah penerapan sistem pengendalian intern suatu 

instansi sudah berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya ataukah 

masih terdapat hambatan. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka kerangka berfikir dapat 

digambarkan sebagi berikut: 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif. 

Penelitian deskriptip adalah penelitian yang digunakan untuk menggambarkan 

secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat 

untuk ditarik kesimpulan, yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan 

gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Penetlitian 

deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan dari fenomena-

fenomena yang terjadi sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan. Penelitian 

ini dilakukan untuk menganalisis sistem pengawasan intern penerimaan pajak 

bumi dan bangunan pada badan pendapatan daerah di Kabupaten Langkat. 

B.   Definisi Operasional Variabel 

 Definisi Operasional merupakan acuan dari landasan teoritis yang 

digunakan untuk melakukan penelitian dimana antara variabel yang satu dengan 

yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan 

kata yang diinginka. Definisi operasional yang dilakukan bertujuan untuk melihat 

sejauh mana variasi-variasi pada satu atau lebih factor lain berdasarkan keeratan 

hubungan dan juga untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini. 

 Analisis Sistem Pengawasan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. 

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Pajak Bumi dan Bangunan adalah Menurut Direktorat Jenderal Pajak 

Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai 

dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan 

yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan, 

pertambangan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang 

dikenakan atas bumi dan bangunan, dimana besarnya pajak ditentukan 

oleh keadaan objeknya yaitu bumi, dan tanah dan bangunan. 

2. Sistem pengawasan intern adalah suatu proses atau usaha untuk 

menjaga agar suatu tindakan sesuai dengan yang seharusnya.  

C.  Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Tempat dilakukannya penelitian ini adalah Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Langkat Jalan Imam Bonjol No.1 B, Stabat, Kabupaten Langkat. 

2. Waktu Penelitian 

Adapun yang menjadi metode penelitian ini, penulis akan melakukan 

metode-metode terapan yang telah dibuat sesuai dengan ketentuan Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yaitu Desember 2018 s/d Maret 2019: 
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No Kegiatan 2018-2019 

Desember Juli  Agustus  September Oktober  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 4 

1 Pengajuan Judul                    

2 Pra Riset                    

3 Penyusunan Proposal                    

4 Bimbingan Proposal                    

5 Seminar Proposal                    

6 Penyusunan dan 

Bimbingan Skripsi 

                   

7 Sidang Meja Hijau                    

 

D. Jenis dan Sumber Data  

 1. Jenis Data 

 Data Kuantitatif adalah data yang berebntuk angka, atau data kuantitatif 

yang diangkakan. Sedangkan data kualitatif adalah data yang berbentuk kata. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Data 

Kuantitatif yaitu berupa target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan 

badan pendapatan daerah Kabupaten Langkat tahun 2016 sampai dengan tshun 

2018. Dan data Kualitatif yaitu berupa data yang berbentuk kata (wawancara). 

2. Sumber data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Data Sekunder 

yang merupakan data yang diambil dari catatan atau sumber lain yang telah ada 
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dan sudah diolah oleh pihak ketiga. Dalam penelitian ini data sekunder yang 

dikumpulkan adalah target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan dua (2) macam teknik untuk melakukan 

pengumpulan data, yaitu: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara ini 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara, yang mengajukan 

pertanyaan, dan pihak yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan tersebut. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi, yaitu penulis menganalisis data dari dokumen-dokumen 

yang terkait dengan topik penelitian. 

3. Observasi  

Observasi adalah suatu aktivitas pengamatan terhadap suatu objek secara 

cermat dan langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara secara 

sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. 

F. Teknik Analisis Data 

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam menganalisis data yang 

dikumpulkan adalah dengan menggunakan analisis deskriptip yaitu suatu metode 

yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mengklarifikasikan data yang ada 

kemudian mengalisis data sehingga memberikan suatu gambaran yang sebenarnya 
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mengenai perusahaan, baik itu data-data yang  mengenai target dan realisasi pajak 

bumi dan bangunan. 

1. Mencari data tentang pajak bumi dan bangunan berupa data target dan 

realisasi pajak bumi dan bangunan pada tahun 2016-2018. 

2. Menganalisis data target dan realisasi pajak bumi dan bangunan. 

3. Melakukan wawancara dengan respondennya yaitu sekretaris Bapenda 

Kabupaten Langkat. Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan 

data apabila peneliti ingin mengetahui permasalahan secara lebih 

mendalam 

4. Menganalisis sistem pengawasan intern penerimaan pajak bumi dan 

bangunan yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah. 

5. Melakukan analisis terhadap Sistem Pengawasan Intern Pemerintahan 

untuk menjawab rumusan masalah. 

6. Membuat kesimpulan hasil analisis. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian  

1. Sejarah Berdirinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat 

Bedasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 061/7200/SJ 

Tanggal 21 Maret 2000, Perihal Penataan Perangkat Daerah, dipandang perlu 

melakukan Penataan Kelembagaan, Perangkat Daerah berdasarkan analisa 

kebutuhan organisasi. Untuk memenuhi maksud tersebut diatas maka dipandang 

perlu pengintegrasian antara Dinas Pendapatan Daerah Tk. II Kabupaten Langkat 

dengan Dinas Pasar Daerah Tk. II Kabupaten Langkat menjadi Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Langkat. Untuk membentuk organisasi dan Tata Kerja Badan 

Pendapatan daerah maka ditetapkan dengan Peraturan Daerah yakni No. 1 Tahun 

2011. Berdasarkan Perda (Peraturan Daerah) tersebut maka terbentuklah Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. 

2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat 

Badan Pendapatan Daerah adalah Unsur Pelaksanaan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Langkat dibidang Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah 

dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Daerah yakni Bupati. Berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan organisasi 

perangkat Daerah Kabupaten Langkat. 

Adapun susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat: 

a. Badan Pendapatan Daerah terdiri dari: 
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1). Kepala Badan 

2.) Sekretaris 

3). Bidang Pendataan dan Penetapan 

4). Bidang Penagihan dan Keberatan 

5). Bidang Pengendalian dan Pelaporan 

6). Unit pelaksana teknis 

7). Kelompok Jabatan Fungsional 

b. Sekretaris membawahi: 

1). Sub Bagian Umum 

2). Sub Bidang Pelayanan dan Pelaporan 

c. Bidang Pendataan dan Penetapan membawahi: 

1). Sub Bidang Pendataan dan Penilaian  

2). Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan 

d. Bidang Penagihan dan Keberatan membawahi: 

1). Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi 

2). Sub Bidang Verifikasi dan Keberatan  

e. Bidang Pengendalian dan Pelaporan membawahi: 

1). Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional 

2). Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan 

 Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 pasal 4 

tentang pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat. Badan Pendapatan 

Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah 

dibidang Pendapatan Daerah serta tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Bupati. 
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Peraturan Bupati Langkat Nomor 66 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, 

organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabutaen 

Langkat, Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a.) Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah. 

b.) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah. 

c.) Pelaksanaan evaluasi bidang pendapatan daerah. 

d.) Pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan Daerah. 

e.) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

3. Penerapan Sistem Pengawasan Intern Penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah 

 Berikut tabel daftar jumlah target wajib pajak SPPT tahunan pajak bumi dan 

bangunan dan jumlah wajib pajak yang melapor SPPT tahunan pajak bumi 

dan bangunan: 

Tabel IV.I 

Daftar Jumlah Target Wajib Pajak SPPT Tahunan PBB dan Jumlah 

Wajib Pajak yang Melapor SPPT Tahunan PBB 

Tahun  Jumlah Target WP SPPT 

Tahunan PBB 

Jumlah WP yang melapor SPPT 

Tahunan PBB 

2016 311.024 264.700  

2017 312.145 251.250  

2018 305.264 203.532  
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 Dari data diatas perhitungan rasio SPPT Tahunan Pajak Bumi dan 

Bangunan yang dilaporkan adalah sebagai berikut: 

Tahun 2016 

    Jumlah WP melapor SPPT tahunan PBB 

= x 100% 

      Jumlah Target WP SPPT Tahunan PBB 

 

264.700 

= x 100% 

311.024 

 

= 85,10% 

Tahun 2017 

   Jumlah WP melapor SPPT tahunan PBB 

= x 100% 

     Jumlah Target WP SPPT Tahunan PBB 

 

 

251.250 

= x 100% 

312.145 

 

= 80,49% 

Tahun 2018 

   Jumlah WP melapor SPPT tahunan PBB 

= x 100% 

     Jumlah Target WP SPPT Tahunan PBB 

 

32.644  

= x 100% 

39.462 

 

= 66,68% 
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Dari perhitungan diatas, maka dapat dilihat hasil perhitungan rasio SPPT 

tahunan PBB yang dilaporkan adalah sebagai berikut: 

Tabel IV.II 

Keterangan Kualitas Pengawasan Pelaporan SPPT Tahunan PBB Di 

Kecamatan Tanjung Pura 

Tahun   Keterangan   

  

Jumlah 

Target WP 

Jumlah SPPT Tahunan PBB 

yang Melapor Persentase Kriteria 

2016 311.024 264.700 85.10% Tidak Efektif 

2017 312.145 251.250 80.49% Tidak Efektif 

2018 305.264 203.532 66.68% Tidak Efektif 

 

Sistem pengendalian intern merupakan proses yang integral pada 

tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan 

seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 

organisasi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem 

pengendalian intern, bahwa unsur-unsur sistem pengendalian intern terdiri dari: 

a. Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian pada Bapenda Kabupaten Langkat terhadap 

penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat dijelaskan berdasarkan faktor-faktor 

berikut ini: 

1.) Penegakan Integritas dan nilai etika 

Integritas yang diterapkan pada Bapenda Kabutaen Langkat 

sebenarnya sudah cukup baik. Adanya visi, misi, dan tujuan Bapenda tersebut 

sehingga kepala dinas, kepala bidang serta pegawai berusaha menciptakan 
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lingkungan kerja yang nyaman dan bekerja sama dalam mencapai tujuan 

organisasi. Akan tetapi masih terdapat kekurangan dalam  penerapan nilai etika 

pegawai seperti kurang disiplin yakni terdapat pegawai yang keluar pada jam 

kerja sebelum jam istirahat yang telah dtentukan. Ini disebabkan kurangnya 

sistem yang mengatur tentang kedisiplinan pegawai. Hal ini dapat 

mengakibatkan pekerjaan menjadi tertunda sehingga dapat menyebabkan 

dokumen menumpuk. 

2.) Komitmen terhadap kompetensi 

Komitmen terhadap kompetensi yang dilakukan oleh Bapenda 

Kabuten Langkat sudah cukup baik. Bapenda mengerahkan para pegawainya 

untuk dapat bekerja secara professional dengan cara melakukan bimbingan dan 

pelatihan terhadap para pegawainya. Tetapi dalam pengangkatan tiap 

pegawainya untuk ditempatkan pada posisi tertentu pihak Bapenda memilih 

belum berdasarkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki pegawainya untuk 

melihat kemampuan pegawai pada posisi yang baru. 

3.) Kepemimpinan yang kondusif 

Pimpinan memberikan intruksi mengenai pelaksanaan pekerjaan, 

selain itu pimpinan melakukan interaksi secara intensif terhadap bawahan nya 

agar setiap arahan yang disampaikan dapat langsung diterima dan 

dilaksanakan. Kemudian pimpinan selalu merespon dengan cepat tanggap atas 

laporan yang diterimanya. 

Kepemimpinan yang kondusif dapat dipahami dengan memperhatikan visi dan 

misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. 
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4.) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan 

Penyusunan struktur organisasi pada Bapenda Kabupaten Langkat 

telah diatur dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 66 Tahun 2016 Tentang 

kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Bapenda 

Kabupaten Langkat, dengan mengacu kepada peraturan tersebut akan terlihat 

dengan jelas pembagian tugas dan wewenang dari setiap fungsional yang ada 

di Bapenda, sehingga pengendalian dapat dilakukan dengan lebih memadai lagi 

di Bapenda Kabupaten Langkat. 

5.) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat 

Dalam menjalankan fungsinya tersebut Bapenda menyusun 

pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang terstruktur dalam struktur 

organisasi yang berdasarkan pada fungsi. Bapenda mempunyai struktur 

organisasi garis dan staff yaitu wewenang dan tugas berasal kdari pimpinan 

dan dibantu oleh masing-masing bagian. 

6.) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan 

sumber daya manusia 

Adanya pemberian pelatihan khusus bagi para pegawai di Bapenda, 

seperti adanya diklat dibidang Pendapatan Daerah sesuai regulasi dari pusat. 

Namun pada Bapenda Kabupaten Langkat belum di berlakukakn penghargaan 

terhadap pegawai yang kinerjanya dinilai baik. 

7.) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif 

Pihak Bapenda dalam hal pencapain tujuannya dan penataan 

keuangannya dinilai sudah baik dilakukan, dengan adanya audit eksternal yaitu 

Badan Pemeriksa Keungan. 
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8.) Hubungan kerja yang baik dengan intansi pemerintah terkait 

Dalam hal ini pihak Bapenda Kabupaten Langkat melakukan 

hubungan kerja dengan seluruh Satuan Kerja perangkat (SKPD) terkait dengan 

pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Langkat. 

 

b. Penilaian Resiko 

1). Identifikasi Resiko 

Pengidentifikasian resiko belum dilakukan oleh pihak Bapenda, kurangnya 

perencanaan yang dilakukan mengenai resiko yang akan terjadi, resiko yang 

akan terjadi baik di dalam (internal) maupun diluar (eksternal) di Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. Wewenang dan pembagian tugas 

sudah diatur di dalam Peraturan Bupati Langkat No. 66 Tahun 2016 tetapi 

peraturan itu kurang maksimal dilaksanakan. Padahal resiko merupakan suatu 

hal yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah misalnya kesalahan 

dalam penyusunan laporan keuangan, kesalahan yang terjadi pada Bapenda 

yaitu pada sistem informasi dan komunikasi yang masih terhambat, teknologi 

yang kurang maksimal dan terdapat karyawan baru yang belum terlalu 

memahami cara kerja, karena masih berupaya untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungan kerja. 

2). Analisis Resiko 

Analisis Resiko dimaksudkan untuk menentukan dampak dari resiko 

yang telah di identifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah. 

Namun pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat resiko tidak 
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teridentifkasi sehingga dampak dari resiko yang akan timbul menjadi sulit 

untuk dilakukan analisis.  

c. Kegiatan Pengendalian 

Kegiatan pengendalian merupakan  inti dari sistem pengendalian 

intern, kegiatan pengendalian dapat memabntu memastikan bahwa tindakan 

yang diperlukan telah diambil dalam menghadapi resiko dengan mencapai 

sebuah tujuan perusahaan. Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat 

untuk masalah dokumen, pencatatan, pemungutan dan prosedur kerja dalam 

peerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sudah baik. Kegiatan yang dilakukan 

oleh bapenda tersebut sudah disertai otorisasi agar penyimpangan dalam 

pemungutan pajak bumi dan bangunan tidak terjadi. Pada standar operasional 

prosedur seetiap tugas yang akan dilakukan, hasil ketikannya tersebut di 

periksa oleh Kasubbag Umum. Kegiatan pengendalian yang dilakukan Oleh 

Badan Pendapatan Daerah dapat di kategorikan sudah cukup baik. 

d. Informasi dan Komunikasi  

Alat informasi dan komunikasi bisa dari media komputer yang 

dilengkapi dengan koneksi internet agar dapat mengetahuin lingkungan 

eksternal operasi yang terjadi. Informasi juga diperlukan dari pihak luar 

perusahaan, manajemen dapat menggunakan informasi untuk menilai standar 

eksternal, informasi tentang lingkungan pengendalian, identifkasi resiko, serta 

prosedur pengendalian. Proses komunikasi yang efektif memungkinkan para 

pegawai yang bekerja dapat menjalankan tugas dengan baik, seperti 

mempermudah komunikasi apabila terdapat kejanggalan dalam pekerjaannya 

dan mempermudah mengirimkan file-file yang penting.  Sedangkan pada 
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Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat yaitu kurangnya ketersediaan 

alat komunikasi di beberapa ruangan kerja dan masih terdapat beberapa 

pegawai yang belum mengerti dalam menggunakan alat komunikasi berupa 

laptop sehingga memperlambat pekerjaan.  

Pengembangan sistem informasi sangat jarang dilakukan, kurangnya 

pengembangan sistem informasi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah 

dapat membuat sistem informasi dan komunikasi yang ada di Badan 

Pendapatan Daerah menjadi eror dan dapat menghambat kegiatan operasi dalm 

bekerja. 

e. Pemantauan  

1). Pemantauan Berkelanjutan 

Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat pemantauan yang 

dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah masih kurang 

dilakukan, hal itu yang menyebabkan sulitnya ditemukan hambatan 

penerimaan pajak daerah terutama pajak bumi dan bangunan. Pemantauan 

lanjutan sebenarnya sudah dilakukan tetapi masih kurang memadai, karena 

butuh proses dalam memperbaiki kesalahan yang ditemukan pada saat 

dilakukan pemeriksaan. 

2). Evaluasi  

Evaluasi diselenggarakan melalui penilaian sendiri, review, dan 

pengujian efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah pemerintah yang 

dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah. Evaluasi dapat dilakukan dengan 

menggunakan daftar uji pengendalian intern yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dengan peraturan pemerintah. Evaluasi dilakukan untuk 
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memantau perkembangan Bapenda Kabupaten Langkat untuk memastikan 

pelaksanaan aktivitas setiap bagian dilaksanakan sesuai dengan prosedur. 

Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus-

menerus. 

3). Tindak Lanjut Rekemondasi 

Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian 

tepat waktu dalam pengambilam tindakan koreksi. Pemantauan mengenai Nilai 

Jual Objek Pajak (NJOP) yang rendah dari harga di pasaran, peraturan dan 

sanksi yang mengatur tentang NJOP masih belum tegas. 

4. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target dan Realisasi 

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Bapenda Kabupaten 

Langkat Kecamatan Tanjung Pura 

1. Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi 

dan bangunan 

2. Keadaan ekonomi masyarakat masih banyak yang kurang mampu. 

3. Banyaknya wajib pajak yang tidak berdomisili dan surat 

pemberitahuan yang dilayangkan kepada wajib pajak banyak yang 

tidak sampai karena tidak sesuai dengan alamat yang tertera di Surat 

Pemberitahuan Pajak terutang. 

4. Minimnya Badan Pendapatan Daerah dalam melakukan pendataan 

ulang terhadap objek pajak dan subjek pajak secara langsung, sehingga 

banyaknya mutasi kepemilikan tanah yang tidak diikuti mengakibatkan 

wajib pajak tidak mau membayar dikarenakan sudah tidak menguasai 

tanah yang tercantum dalam SPPT yang di tagihkan kepadanya. 
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5. Fungsi pajaknya masih kurang, masyarakat belum mengetahui apa itu 

fungsi pajak yang sesungguhnya. 

5.  Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pajak Bumi dan Bangunan 

Belum Sesuai Dengan Undang-Undang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah No.60 tahun 2008 

Penerapan sistem pengendalian intern pajak bumi dan bangunan yang 

dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Langkat belum sesuai dengan undang-undang 

sistem pengendalian intern pemerintah No.60 Tahun 2008. Karena disetiap unsur-

unsur sistem pengawasan intern pemerintah N0.60 tahun 2008 pihak Bapenda 

belum melakukan sepenuhnya. 

B. Pembahasan 

 1. Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

a. Lingkungan Pengendalian  

1). Penegakan integritas dan nilai etika 

Integritas pada Bapenda Kabupaten Langkat sebenarnya sudah cukup baik, 

tetapi nilai etika di Bapenda kurang diterapkan yaitu terjadi kedisiplinan para 

pegawai yang keluar sebelum jam istirahat yang telah  ditentukan. Hal ini dapat 

mengakibatkan dokumen-dokumen yang seharusnya dapat dikerjakan pada jam 

tersebut menjadi tertunda sehingga dapat menyebabkan dokumen kerja 

menumpuk. 
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2). Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber 

daya manusia  

Belum dilakukannya penghargaan terhadap pegawai yang kinerjanya 

bagus seperti dengan memberikan reward atau hadiah kepada para pegawai yang 

bekerja dengan baik sehingga para pegawai dapat dengan serius dalam bekerja. 

sehingga kualitas pekerjaan dapat menjadi meningkat dan dapat membuat 

aktivitas di Bapenda dapat perjalan sesuai dengan tujuan yang ingin di capai oleh 

Bapenda Kabupaten Langkat. 

b. Penilaian Resiko 

 Pengidentifikasian resiko belum dilakukan oleh Bapenda Kabupaten 

Langkat, kurangnya perencanaan yang dilakukan mengenai resiko yang akan 

terjadi kedepannya. Resiko merupakan suatu hal yang dapat mempengaruhi 

penerimaan pajak daerah misalnya kesalahan dalam penyusunan laporan 

keuangan, kesalahan yang terjadi pada Bapenda yaitu pada sistem informasi dan 

teknologi. Hal yang dapat terjadi seperti sistem yang eror dapat menunda 

pekerjaan dan juga kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan karena 

kekeliruan. Maka itu perlu dilakukannya analisis resiko agar tidak terjadi 

kesalahan lagi dalam melakukan penyusunan laporan keuangan. 

c. Informasi dan Komunikasi 

 Untuk mencapai pengendalian yang efektif maka informasi dan 

komunikasi harus berjalan dengan baik. Pada Bapenda masih kekurangan alat 

komunikasi yang disediakan oleh pusat untuk memudahkan kinerja Bapenda 
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Kabupaten Langkat, kurangnya pengembangan sistem informasi yang dilakukan 

oleh Bapenda untuk mempermudah mendapatkan informasi. Seperti penggunaan 

alat untuk penggunaan sistem informasi untuk menunjang kinerja yang 

berhubungan dengan pendapatan daerah dan untuk melihat sampai sejauh mana 

pendapatan daerah tercapai khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. Proses 

informasi dan komunikasi yang dilakukan Bapenda sebenarnya sudah cukup baik. 

tetapi karena keterbatasan alatnya yang mengakibatkan pelaksanaan menjadi 

sedikit lebih sulit. Proses yang dimaksud yaitu bagian akuntansi telah menyusun 

dan mencatat semua transaksi yang sah. Transaksi tersebut sah karena bukti-bukti 

pendukungnya telah diotorisasi serta sesuai dengan jangka waktu terjadinya 

transaksi yang boleh dicatat. Kemudian hasil pekerjaannya diperiksa oleh kepala 

akuntansi dan keungan, sehingga menghasilkan informasi yang memadai dan 

tepat waktu. Informasi tersebut membantu pelaksanaan pengendalian intern di 

Bapenda dan proses pengambilan keputusan menjadi lebih mudah, namun karena 

keterbatasan alat tersebut, proses pengerjaannya tidak selalu berjalan lancar, 

pernah terdapat kendala sehingga mengakibatkan keterlambatan dengan jangka 

waktu yang telah ditetapkan. 

d. Pemantauan 

1). Pemantauan Berkelanjutan 

 Bagi Bapenda Kabupaten Langkat Pemantauan yang dilakukan untuk 

mengoptimalkan penerimaan pajak daerah nya masih kurang dilakukan , sehingga 

menyebabkan sulitnya ditemukan hambatan-hambatan yang terjadi pada 

penerimaan pajak daerah terutama pajak bumi dan bangunan. Pemantauan yang 
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dilakukan oleh Bapenda dilaksanakan oleh atasan langsung dan inspektorat. 

Pemantauan dilakukan untuk melihat kinerja Bapenda. 

2). Evaluasi 

 Evaluasi diselenggarakan melalui pengujian efektivitas sistem 

pengendalian intern pemerintah yang dilakukan oleh Bapenda. Evaluasi dapat 

dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan pemerintah. Proses ini 

dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus. Dengan 

adanya evaluasi yang dilakukan diharapkan dapat menyempurnakan sistem 

pengendalia intern yang diterapkan oleh Bapenda. Namun yang terjadi Bapenda, 

evaluasi yang dilakukan masih perlu diperbaiki karena belum sesuai dengan 

sistem pengendalian intern pemerintah. 

3). Tindak Lanjut Rekomendasi 

 Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian 

yang tepat waktu dalam pengambilan tindakan koreksi. Pemantauan mengenai 

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang rendah dari harga dipasaran dan peraturan 

serta sanksi yang mengatur tentang NJOP tidak ditegaskan oleh Bapenda. 

Terdapat kesulitan yang terjadi pada pajak bumi dan bangunan. Pemantauan 

dilakukan kuntuk meminimalisir penyimpangan dan efektivitas pencapaian tujuan 

organisasi sehingga memakan waktu yang cukup lama untuk memperbaikinya, 

maka sulit untuk segera diupayakan setelah ditemukan masalah pada saat setelah 

pemantauan karena sulitnya ditemukan hambatan. Masalah lain yang terjadi yaitu 

ketika objek pajak telah ditemukan tetapi banyak yang tidak membayarkan 
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kewajiban pajaknya, padahal potensi telah ditentukan pada objek tersebut. Hal 

tersebut yang dapat menyebabkan tidak tercapainya target. 

2. Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target dan Realiasasi 

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Berikut tabel target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di 

kecamatan tanjung pura kabupaten langkat: 

Tabel IV.III 

Target dan Realisasi Penerimaan PBB di Kecamatan Tanjung Pura 

Kabupaten Langkat 

Tahun 2016 – 2018 

No Tahun  Target Realisasi Sisa % 

1. 2016 578.000.000 491.855.826 86.144.174 85,10 

2. 2017 612.520.131 492.994.342 119.525.789 80,49 

3. 2018 710.324.614 478.880.842 231.443.772 66,68 

Sumber: Bapenda Kabupaten Langkat 

 Berdasarkan data diatas dapat terlihat bahwasanya tingkat efektivitas 

penerimaan pajak Bumi dan Bangunan tidak mencapai target dan setiap tahunnya 

menurun, sedangkan Target di setiap tahunnya meningkat, Tetapi pada tahun 2018 

tingkat efektivitas sangat menurun yaitu sebesar 66,68%. Hal ini menunjukan 

bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Bapenda Kabupaten Langkat 

di Kecamatan Tanjung Pura belum cukup baik, seharusnya tingkat efektivitas 

dapat dipertahankan dengan melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap masalah 
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yang terjadi sebelumnya agar kedepannya realisasinya yang diperoleh dapat 

mencapai target yang ditetapkkan. 

 Hal yang menyebabkan realisasi tidak mencapai target yang ditentukan 

yaitu, Bapenda belum menjalankan sistem pengendalian intern yang sesuai 

dengan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Perlunya memperbaiki 

nilai etika pegawai yang masih kurang baik dengan berupaya memperhatikan 

pegawai yang keluar pada jam kerja agar dapat menimalisir kecurangan, dan 

fokus dalam bekerja. Membangun sumber daya manusia yang baik dengan 

memotivasi para pegawai dengan memberikan reward kepada para pegawai yang 

kinerjanya baik dan disiplin, agar para pegawai dapat bekerja dengan bersungguh-

sungguh dan maksimal. Sulitnya mengidentifikasi dan menganalisis resiko yang 

dihadapi dalam pajak bumi dan bangunan menyebabkan dampak yang dihadapi 

oleh Badan Pendapatan Daerah menjadi semakin besar, sehingga berpengaruh 

terhadap penerimaannya. 

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak bumi 

dan bangunan belum mencapai target pada tahun 2017 dan 2018. Hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yaitu: 

1. Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi 

dan bangunan 

2. Keadaan ekonomi masyarakat masih banyak yang kurang mampu. 

3. Banyaknya wajib pajak yang tidak berdomisili dan surat pemberitahuan 

yang dilayangkan kepada wajib pajak banyak yang tidak sampai karena 

tidak sesuai dengan alamat yang tertera di Surat Pemberitahuan Pajak 

terutang. 
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4. Minimnya Badan Pendapatan Daerah dalam melakukan pendataan ulang 

terhadap objek pajak dan subjek pajak secara langsung, sehingga 

banyaknya mutasi kepemilikan tanah yang tidak diikuti mengakibatkan 

wajib pajak tidak mau membayar dikarenakan sudah tidak menguasai 

tanah yang tercantum dalam SPPT yang di tagihkan krpadanya. 

5. Fungsi pajaknya masih kurang, masyarakat belum mengetahui apa itu 

fungsi pajak yang sesungguhnya. 

Selain itu, hal ini juga disebabkan karena sistem pengawasan intern yang 

dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Langkat belum sepenuhnya melakukan unsur-

unsur sistem pengawasan intern pemerintahan N0.60 Tahun 2008. Untuk itu, 

diharapkan untuk tahun selanjutnya realisasi penerimaan pajak bumi dan 

bangunan dapat mencapai ataupun melebihi target penerimaan pajak bumi dan 

bangunan yang telah didtetapkan. 

3. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pajak Bumi dan Bangunan 

Belum Sesuai Dengan Undang-Undang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah No.60 tahun 2008 

Penerapan sistem pengendalian intern pajak bumi dan bangunan yang 

dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Langkat belum sesuai dengan undang-undang 

sistem pengendalian intern pemerintah No.60 Tahun 2008. Terdapat kekurangan 

disetiap unsur-unsur sistem pengawasan intern yang dilakukan oleh Bapenda 

Kabupaten Langkat. Seperti pada unsur lingkungan pengendalian, Bapenda 

kabupaten Langkat belum melakukan integritas dan nilai etika yang belum baik. 

masih banyak pegawai yang keluar pada jam kerja sehingga dokumen 
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pekerkerjaan menjadi menumpuk. Pada unsur penilaian resiko, Bapenda 

Kabupaten Langkat belum menjalankanya, sehingga analisis resiko tidak bisa 

dilakukan. Pada unsur pemantauan, Bapenda belum menjalankan sepenuhnya , 

sehingga sistem pengawasan intern nya masih kurang baik. pada unsur informasi 

dan komunikasi , masih belum memadai sehingga bisa memperlambat pekerjaan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Penerapan sistem pengawasan intern yang dilakukan oleh Bapenda belum 

dilakukan secara baik, masih banyak kekurangan dalam melakukan sistem 

pengawasan intern disetiap unsurnya. 

2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target dan realisasi penerimaan 

Pajak Bumi dan Bangunan di Bapenda Kabupaten Langkat karena 

minimnya Bapenda dalam melakukan pendataan ulang terhadap objek 

pajak dan subjek pajak secara langsung, sehingga banyaknya mutasi 

kepemilikan tanah yang tidak diikuti mengakibatkan wajib pajak tidak 

mau membayar dikarenakan sudah tidak menguasai tanah yang tercantum 

dalam SPPT yang di tagihkan kepadanya. 

3. Sistem pengawasan intern yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten 

Langkat ternyata belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan sistem 

pengawasan intern pemerintah No.60 Tahun 2008. 

 

B. Saran 

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu: 

1. Sebaiknya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat untuk 

melakukan sepenuhnya sistem pengawasan intern yang sesuai dengan 

sistem pengawasan intern pemerintah No.60 Tahun 2008. 
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2. Perlu adanya suatu fungsi yang efektif atas sistem pengawasan intern, 

khusunya pada penerimaan pajak bumi dan bangunan untuk mencegah 

terjadinya kecurangan-kecurangan khusunya yang terjadi pada pajak bumi 

dan bangunan. 

3. Diharapkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat melakukan 

pendataan ulang terhadap subjek dan objek pajak, agar masyarakat mau 

membayar pajak, khususnya pajak bumi dan bangunan. 
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